
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR 20 TAHUN 2020 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH 
SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINS! SUMATERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap 

perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) 

kelapa sawit produksi pekebun serta menghindari persaingan 

tidak sehat antar perusahaan/pabrik kelapa sawit, perlu 

menerbitkan petunjuk pelaksanaan penetapan harga 

pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun 

di Provinsi Sumatera Selatan; 

o. oanwa· t>er'C1asarkan. lnstnikSI t'resiaen 'Nomor. 1'�1 auuu. f-Jov 

tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan 

Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi, 

Instruksi Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Peningkatan Produksi Perkebunan, dan Instruksi Menteri 

Pertanian Nomor 30 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan 

Pengamanan Pengembangan Perkebunan dengan Pola 

Perkebunan Pola Perkebunan Inti Rakyat, perlu memperjelas 

tata hubungan antara perusahaan dengan pekebun/kelompok 

pekebun dalam pembelian tandan buah segar l<elapa sawit 

produksi pekebun di Provinsi Sumatera Selatan; 

c. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

01/PERMENTAN/KB.120/ 1/2018 tentang Pedoman 

Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit 

Produksi Pekebun memberikan kewenangan kepada Gubernur 

untuk menetapkan harga tandan buah segar kelapa sawit; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimal<sud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan 

Harga Pem belian Tandan Buah Segar Kelapa Saw it Produksi 

Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan; 
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1. Pasal 18 a.ya (6) Undang-Undang Da .ar- Negara Republik 

Indonesia T hun 19 ·5; 

2. Undang-Undang _Jo:m,·;ir 25 al un 1959 tentang Pem entukan 

Daerah Tingkat I Sumatera S Iatan (Lerribaran Negara 

epubrk Indon sia Tahun 1959 Nomor 70,. Ta.mbahan 

Lembaran Negara Republik Ind nesia Nomor 1814); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 46,. Tambahan Lembaran Negara R pub "k 

Indones ·a Nomor 34 78J; 

4. Undang-Undang N omor 5 Tahun 1999 tang Larangan 

Praktek. Monopoli d n er� ingaJi Usaha . Tidak Sehat 

,(Lembaran eg ra R publik Jndonesia Tahun 1999 omor 33, 

Tambaha Lembara egara Republik I donesia Nomor 3817); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 te 1 ang saha Mikro, 

K cil, dan M n ngah (L mbaran Nega a Republik Indon ia 

Tahun 2008 Nomor 93, Tarn bah an Lem ba!"'an Negara Republik 

Indonesia Nomor -866); 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20 3 ten ang rlindu gan 

dan Pemberdayaan Pet ,ni (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahu. 20 3 Nomor 131 1 Tambahan Lembaran 

egara Republik Indonesia Norn or 5433); 

7. Undang-Undang omor 23 Tahun 20 l 4 ten tang Pemerin tahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik In ones·a Tahun 2014 

Nomor 244, Tam bahan Lem baran egara epu blik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana eiah be berapa kal.i diu bah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 t ntang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang NomO"r 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten· a.ng Administrasi 

P,emerin a.ban (Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembara egara Republik 

Indonesia Nomor 560 l); 

9. U1da.ng-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ten ang Perk:ebunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, 

Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 
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1 0 . Peraturan Pemerin tah N omor 24 Tah n 20 1 5  te a .g 

Penghimp 1nan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 'fahun 20 1 S Nomo-r 1 04 ,. Tambahan Lembaran 

Negara Republ i k n onesia Nomor 5697) ; 

1 1 . Keputusan Menteri Pertanian Nmnor 60 / KPTS / 

KB .5 1 0  / 2 / 1 998 ten tang Pero binaan dan Pengendalian 

Pengem.bangan Perkebunan Pola Perusahaan Inti Rakyat; 

1 2 .  Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Me · eri Ko eras1 

dan Pemb·naa n Pen gusa f.l Ked No · or 73 / KPTS / 

KB . 5 1 0 / 2 /  1 998 da n Nomor 0 1 / Sl / / I /  1 998 te an g 

Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Uni t Desa d i  Bida , g 

U saha Perkebun an denga n Po]a. K mitraan mela 1 u i 

Pemanfaatan Kredit kepada Kop ras Pr i me untuk 

Anggotanya; 

1 3 . Peraturan Mente1i Pertania n Nomor 98/ ERME TA / 0  . 1 40/  

9/ 20 1 3  tentang Pedoman erizinan U� aha Perkebunan (Berita 

Negara �epublik lndon sia Tah un 20 i 3  · ·N omor 1 1 80), 

sebagaimana te lah be berapa kali diu bah , t rak:h ir  dengan 

Peraturan Menteri Pertan ian N omor 2 1  / PERME1 TAN /  l · . 1 -0 / 

6 /  20 1 7 ten tang Perubahan Kedua atas Pera tu ran Men eri 

Pertanian Nomor 8 / PERMENTAN/ OT. 140/9 / 20 1 3 t nta g 

Pedoman Perizinan Us.aha Perkebunan (Be rita egar R publik 

I ndonesia Tahun 20 1 7 omor 796 ) � 

1 4 .  Peratu ra n M "'n 1· eri Pertanian Nomor 1 1  / P  M E  TA N /  

OT. 1 40 / 3 / 20 1 5 .e , tang Sistem Sertifikasi � Iapa Sawit 

Berkelanjutan Indones ia (Berita Negara Repu biik I n don esia 

Tahun 20 1 5  Nomor 432) ; 

1 5 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 0 1 / P RME TAN/ 

KB. 1 20 / 1 / 20 1 8  t ntang Pedoman Penetapa n H arga Pembelian 

Ta n de n Buah S ga r K lapa Sa wit Produksi Peke bun ( eri a 

Negara Repu blik lndon s ia Tah un 20 1 8  Nomor 85) ;  

1 6 , eraturan Daer h Nornor 1 7 Tahun 1 9  8 tentang Pembinaan 

dan Pengamana Pengembanga.n P rkebunan dengan Pola 

Perusahaan J nti Rakyat Perkebunan di Provinsi Daerah 

Tingk:at I Sumatera Se l atan (Lembaran Daerah Provi si 

Sumatera S lat.an Ta.hun 1 998 Nomor 1 oer '. C) ; 



 
 

MEMUTUSKAN 
_,enetapkan : PERATURA GUBER · u R  T ➔ TA G P TU J U K  PE LAKSANAA 

. E ETAPA HARGA PEMBELIA N TA N DA B AH SEGAR 
KELAPA SAVllT PRODUKSl PEKEBU Dl p ovr SI SUMATERA 
SELATAN . 

BA I 
KETENT AN · MUM 

Pasal 1 
Dalam Peratura n u bernu r  ini yang dimaksud dengan :  
l .  Prov insi adala.h Prov i n si Sumatera Seia tan . 
2 .  P meri tah Provinsi  adalah m rintah Provi nsi  Sumatera 

Selatan . 

3 .. Gu bernur adalah Gubernur Sumatera Selata n .  
4 . Kabupaten/ Kota adaJah Kabupaten / Kota di  Provin si 

Sumatera Selatan . 
.:;:_ Bupa.ti/Walikota a.dalah Bupat i / W.alikota di Provinsi '"'·  

Sumatera Se[atan. 

6 . .Dinas Perkebunan adalah Dinas Per , ebunan P:rovinsi 

St: matera Se lata n . 

7 . K pala Dinas Perkebunan ada lah epala Dinas Perkebunan 

8 .  T andan Buah egar � yang se l anjutnya dis :i.ngkat TBS ,  adalah 

tandan buah kelapa awit sejak dipane  tidak 1 bih dari 24 

{dua puiuh empat) jam iba di  pabrik pengola.han. 

9 .  Inti Saw·t  (Palm Kernen 1 yang se lanjutnya disingkat PK, 

adalah inti biji s wit . 

1 0 . Minyak Sawit Kasar ( Crude Palm OiQ , yang s,elanjutnya 

dis · · gka CPO, adalah minyak dagi ng bu.ah . 

1 1 . Ir  deks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam 

persen tase (0/o) yang menu njukkan bagian yang di terima oleh 

pekebun . 

1 2 . Rendemen CPO adaiah berat C PO yang. da,pat dihasi ika 

pab-rik dibagi dengan berat TBS yang d iola h  da n d ikalikan 

1 00% (seratus p rse n) . 

1 3 . Rendemen PK adalah berat Pl yang dapat diha s i lkan pabrik 

dibagi d engan berat TBS yang diolah dan dika l ikan 1 00% 

(seratus p rsen) . 

4 .  Pekebun adaJah orang perseorangan warga negara Indonesia 

yang melakukan usaha pe e bunan dengan skala usaha tidak 

menca,pai skala terten tu . 
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15 . Per sahaan Pe rkebunan, ya ng sela n jutnya diseb t 

Perusahaa n  adalah badan usaha ya n be rbadan hukum, 
did irikRn menurut huk u m  I ndo nesia da n be rkeduduka n di 
wilayah Ind n( :s ia

) 

yang me nge lol( t is ah pe r:\<:ebu na n de nga n  

skala terte ntu . 

16. Ke lembagaa n  Pek un adal ah 1 mbag ya ng 

ditumbuhke mbangkan dari dan oleh peke u n  u ntuk 

memperkua dan me mperjua ngka n kepent i nga n pekebu n. 
1 7. Ke lompok ekebun adalah ku mpu la n  peke bu n dala rn  suatu 

hamparan yang eri at secara f ormal da n /atau non f o rmal
, 

yan bekerjasama atas dasar saling asah, sali ng asih dan 

saling asuh u uk k be rhasilan usaha nya yan g  dipimpin oleh 

seo rang Ketua. 

18. l em i raan Usaha Pe rkebu na n, y ng se 1a nju tnya disebul 

Kemit raan
1 

adalah erj sama yang sali ng me ngu n tu ngk n, 

sa l i ng menghargai, sa l ing be rta ggu ng jawab; serta sali ng 

memperkuat da n sruing ketergan ungan a n  tara pe rusahaa n 

perkebunan dengan pekebu n. 

1 9. Free On Board, yang se lw jutnya disingk at FO , adalah arga 

jual beli yang ter jadi di pdabuhan ekspor atau lokal .  

Pasal 2 

Ma sud P rat uran Gubern ur ini adalah sebag i elunjuk 

pelaksa . aan bagi Pemerin tah Provin i dalam m n 1m uskan, 

menen t a , dan mene tapkan harga pembelia.n clan 

· ,e anisme ju. al beii TBS produksi peke b • n  d r Pa rik Ke1apa 

Sawit (PKS ) di wi layah Pro insi .  

Pasal 3 

Tuj u an  Pe ra turan Gu bem ur ini adalah u n t  k; 

a .  me m berikan perlindungan harga clan pemasa ran TB S  ya ng 

waj ar bagi pek bu , ; 

b . .  m nghindari adanya persaingan tidak se ha an ta r pa brik 

1 e lapa s awi t ;  dan 

c . me m b  rikan ke pas ti an pasok:an TB S bagi pa brik e lapa 

s awit d ari peke bun m .i tranya . 

Pas al 4 

R u a n g  l i ngkup Pe r a tu ra n G ube.m u .r i n i  m e i�13 ut� :  

a .  pe n a pa n  harga ;  

b .  kerj s a ma; 
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c . syarat penerimaan TBS di pabrik pengolahan; 

d .  tata cara pernbelian dan pembayaran TBS;  

e .  ha.k dan kewajiban; 

f. pembinaan dan pengawasa . ; dan 

g. sanksi . 

BAB l l  

P �  NETAPAN HARGA 

Pasal 5 

( 1 ), Penetapa harga TBS merupakan k:e\ enanga n  Gubernur.  

(2 )  Gubernur dapat me] impahkan kewenangan sebaga.iman a 

dimaksud pa.da ayat ( 1 ) kepada I epa ia Dinas Perkebunan 

Provinsi atau p j bat ya ng ditunjuk 

,(3), Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) di etapkan 

dengan Ke putu.san Gubernur. 

Pasal 6. 

( 1 )  Pe 1, ta pan harga TB scbagai n1a n a d i rnaksud da ]a n Pa. sa l 5 

ayat ( 1 ) di  ban tu 1 irn Penetapan arga Pem be l ian TBS.  

(2 ) Tim Pen tapan Harga Pembel ian TBS sebagaimana d irnaks ud 

pada ayat ( 1 ) d j benluk dengan Ke pu tu san Gubern ur .  

(3 )  Tim Penetapan Harga Pe ,nbelia TBS se bagaimana dimaksu d 

pada ayat ( l )  dapat d iban t t Tim Ke1jc1. . 

(4 )  Tim Ke ja sebagaimana d imaksud pada ayat  {3) � ditetapkan 

dengan Keputusan Gub rnur .  

Pasal 7 

{ l ) H a rga C O da n P l  un tuk pe rhi tungan I ndeks perusahaan 

inti ya ng diJ porl an k pada Tim Penetapa:n Harga Pernb lian 

TBS ad alah harga ra ta-ra ta tertimbang FOB dan/ atau harga 

rata-rata tertimbang realisasi penjualan Iokal CPO dan P 

masing-mas·, g perusahaan se lama periode l ( satu) bulan 

sebe l un hari pe laksa 1aan rapat penetapan harga TBS . 

(2 ) B gi perusahaan yang hanya melakukan transalrni lokal 

dapat menggunakan harga realisasi penjualan CPO dan PK 

lokal , dan pe.rusahaan �n · hanya memp rh ' tungka n paj k 

dan biaya pemasaran berdasarka n pengelua.ran riil dan 

penrnahaa 

-------
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,(3} Untuk kepen ti ga • transparansi dan akun abili tas . bukti 
1 on rak penjua an yang mern.uat harga jual CPO clan PK 

harus d'tandatangani oleh m . ajemen pernsahaan clan/ a tau 

pem beli . 

(4 )  egala bentuk biaya atau pe geluaran yan berkaitan d ngan 

transportasi dan pengolahan TB oleh perusahaan harus 

d · serta.i dengan bukti t r u • · s yang disahkan oleh manaje . e 

perusahaan . 

(5) ukti sebagaimana d i maksud pada ayat (3 ) da n a t (4), 

d i la pork a n epada Tim Penetapan  H arga Pembelian TBS 

paling iambat 2 (dua) hari sebelum rapat penetapan harga 

pembelian TBS .  

Pasal 8 

( l )  Penetapan besa ra 

G u bernw· .  

I deks K merupakan k ewe angan 

(2 ) Pe netapan sebagajmana dimaksud p ada aya t ( , ) ,  diban tu o leh 

Tim P, ,,,t apan Harga P mb lian TBS .  

(3 }  G u bernur  dapa m""limpahkan kewen an gan kepad a epala 

D j n as erke bunan Prnv i n s i. a ta u  pej a bat yan di tunj uk . 
(4 ) P l i m p ah an se baga i m  n a  d i mak s ud pada ayat { l ) d i te ap kart 

de ngan Kep u tu s  , 1 G ubernur . 

Pas al. 

( 1 ) N il· i I ndeks K setiap pe rusahaan dapat dihitung berdasarkan 
pada rata- rata t rtim bang selama periode 1 (satu) bulan 

se be l u .m rapa t p n e  a pan harga TB S .  

( 2 )  Da] am me e tapkan I ndek s K Provin si untuk penetapan harga 

TBS ,  Tim Pe n e tapan H arga Pem belian TB $ 

m e1np erti1nbangkan ra ta - ra ta t rti m bang In deks K se luruh 

peru s ahaan anggo ta Ti m Pe n tapan H a rga P m lian TB '� 

d ng: n m m perh i ungkan kuantum TBS yang diolah pa 

periode l ndeks K tersebu untuk k mudian meughitung bata.s 

atas da bat.as bawah . · ai I e I s . 

(3 ) Nilai I ndeks K peru ahaan yang � bawah bata bawah dan d1 

atas batas atas tidak diik tkan dalam perhltungan Indeks 1
-

Provinsi . 
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Pasal 1 0  

P, netapan harga CPO dan P ( dapat dilakukan pa.ling s dikit 

2 (d'.la) kah da lam I (satu) butan . 

Pasal 1 1 

( 1 )  Barga pembelian TBS pekebun plasma oleh perusahaan inti 

di tetapkan berdasarkan rumus harga sebagaimana diatur 

dalara Peraturan Menteri Pertan ian tentang Pedoman 

Pen tapan Harga Pembel ian Tandan Buah egar Kelapa Sawit 

Produksi Pek bun , serta dapat mempertimbangkan data 

harga CPO, PK, dan Indeks K Provin si sesuai dengan 

ke ent an peraturan perundang- undangan. 

(2) Harga CPO dan PK Provinsi  d i tetapkan berdasarka n harg:i 

rat-- - rata I .  nim bang se l u ruh perusal aan inti yang me:njad � 

anggota Tim Pen tapa.n Harga Pembe l ian TBS,  d imana s baga. i 

bab an p rtimbangan utama Ti1n Pen etapan Ha.rga Pembelian 

TBS adalah nenggunakan patokan s an dar de iasi s besar 

2 ,5% (dua. koma l ima persen), antara sesama anggota Tin:1 

Penetapan Harga Pem b ] fan TBS .  

(3 )  Apabi la terjadi stan dar deviasi kurang dari 2 ,5% {dua koma 

1 irna persen) sebagaimana di aksud pada ayat (2 ) , maka 

per hit ngan CPO dan PK menggunaka n di sk:ual ifikasi 2 ,5% 

( - ua koma lima persen )  dari rata-rata tertimhang. 

(4 )  Apa bi la terj adi  s tanda r deviasi lebih dari 2 ,. 5% (dua l oma l im� 

p men) bagain:ia na d :imaksud pada ayat (2) , maka 

perhitungan C PO dan PK tidal<: menggunaka n diskua1ifikas i 

2 ;5% (dua koma lima persen) dari rata-:rat.a tertimbang 

{semua harga dan nilai CPO dan PK diikutsertakan d ru:n 

perhitungru1) . 

(5) Apabila harga rata-rata ·e timbang CPO dan PK perusahaan 

lebi h kecil. dari 2 ,5% (dua koma lima persen.} dari rata-rata 

tertimbang sebagaiina a dimaksud pada ayat ,(2) dan ayat (3 ) ,  

maka Tim Penetapan Harga Pembel ian TBS mendiskualifikasi 

nilai ha.rga CPO dan PK perusahaan tersebut yang nilainya 

le bih k =cil dari ni lai rata-ra. a tertimbang harga jual CPO 

dan/ atau PK kemudian m. nghitung ulang harga rata-rata 

tertimbang CPO dan P yang akan digunakan sebagai salah 

atu dasar perhitungan dan pene apa · harga pembelian TBS.  
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(6) Tim Peneta.pan Harga Pembelian TBS dapat menggunakan 

perl embanga:n harga ekspor FOB CPO pelabuhan ya g 

d i  ntukan seb gai pemband\1g kecenderungru.-i harga CPO 

pent ahaan m .1 } kemudian apabi la terja i perbedaa 1 

kecenderungan perubahan harga CPO perusahaa n ·nti 

dengan harga ekspor FO PO dar i  satu periode ke per.i.ode 

lain maka Tin1 Penetapan Harga Pembelian TBS dapa t 

meminta p njelasan kepada perus.ahaan · ti mengenai hal 

tersebut serta me 1nutuskan kesepaka tan mengenai diterima 

atau tidaknya alasan tersebut. 

(7) Harga pembei ian TBS merupa an harga franko pabrik 

pe golaha:n k, lapa sawit .  

(8 )  Harga pemb Han TBS dapat di  e tapkan paling s d ikit 2 {du.a) 

kal i d alam sebu l an sedangkan pcmbayarannya dapat 

d il kukan pa l ing sed ik.i t 1 (sa tu)  kali sebulan atau 

b rdasarkan k bijakan sesua 1  dengan ketentu an peraturan 

perundang-undan gan.  

(9 )  I arga pembel ian TB sebagaimana dimaksud pada ayat (8L 

dapat di ak kan bersamaan dengan pen.-e apan indeks K.  

( 1 0) Run us pe:netapan harga pembelian TBS dapat d itet:=i_.nk;:=m 

lebih lanju dalam K pu usan Gubernur. 

Pasa 1 2  

{ l ) Perw�ahaan yang memanfaatkan cangkang dalam prose · 

p golahan TB S j ika te :rdapat . rsa cangkang dapat 

d ipt, rhi tungkan s bagai nilai tam bah bagi pendapatan 

peke b un . 

(2 )  Per.hitungan s1sa cangkang dalam pembelian TBS produksi 

peke bun sebagaimana dimak ud pada ayat ( l ) ; dite apkan 

oleh Gubern ur .  

(3) Gu bemur dapat melimpahka.n kewenangan seba,gaiman� 
dimaksud pada ayat (2 )  kepada Kepala Dinas Per ebun a . 

Provinsi a au pejabat yang ditunjuk, yan g clitetapkan dengan 

Keputu san Gubernur .  

Pa sa l 1 -

Prosedur  penetapan harg· pembel ian TBS • ercant-1.un dalam 

Lampiran yang rnerupaka n bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini .  
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BA B I l l  

KERJASA 1A 

Pasal 1 4  

( 1 )  Peke bun swadaya memb n tuk kelembagaan se bagai wadah 
pekebun untuk: be· mitra denga.I  pernsahaan perkebunan 

pemilik pabrik kelapa saw· 

(2) Dinas melakukan dorongan kepada Kabupaten / Kota 
mem entuk kelem bagaan seb gai perwakilan pekebun dalam 
b rmitra dengan pemilik pa brik kelapa sawit .  

{3) Kelem ba.gaan sebagaimana di1naksud pada ayat ( 1 )  dan ayat 
(2 ) , pat berupa I e lompok peke bun /  tani , kopera si , clan/ atau 
ben tuk kelembagaan lain sesuai dengan ketentua n peraturan 

pen.1 1dang- und angan. 
(4) M i tra sebaga. i man a dimaks ud pada aya t ( 1 )  dan ayat {2 � 

d i l.a k ukan dalam be tuk ke1j a sama/ mitra swadaya . 
(5 )  Perjanjian kerjasama e agaimana dimaksud pada ayat ("1· ] 

dilaks . akan paling shgkat 1 0  (sepul h) tahun. 

Pa sal 1 5  

( J. ) Kelem bagaan peke bun melakukan k rjasama dengan 
perusahaan inti dalam pe · golahan, pemasaran dan penjualan 

hasil TBS. 

{2l Xe.1.J�;:;.tt.crr« seaagainra:rni: dirnakl5 aa' paa'a ayac (i f  aYlw.ru1{an 

dengan cara se agai berikut: 

a. m engajukan perm honan resmi kepada perusahaan ke lapa 
s.awit  calon mitra yang memil ik r  pabrik e 1apa sawit yang 

embu san nya disam paika kepada D inas Perke bunan 

Provinsi ,  Tim P, ne tapan Harga Pembelian T · S, dan /  atat.i 
dinas yang membidangi pe ·ke bunan Kabupa ·en/ Kota ; 

b .  membina a ggota kelompol untuk 1nenghasilkan TBS 

yang memenuhi persya ratan sesuai 1S1 pe1]anJ1an. 
kerjasama ; dan 

c .  m,elaporkan setiap pen1bahan luas kebun. kelompok dan 

jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapa : 
perse uj uan .  

Pasal 1 6  
Perianjian kerjasama sebagaiman a dim sud d am Pasal 1 5  
mernuat ma teri antara lain seba.gai berikut: 

a .  umur tanaman j n · s  tenera pada setia.p hamparan; 
b .  rendemen CPO da n PK u r  tuk set iap hamparan ditetaplmn 

berdasarkan ha sil su vei perusahaan mitra dengan 

institusi independen yang ditunjuk;  
c .  penetapan rendemen dilakukan sesuai dengan mek ·• · sme 

penetapan re :i demen plasma; 
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d .  seluruh keten t uan mutt: TBS yang berlaku adalah 

ketentuan rnutu yang berlak u unt lk pe , ebun; 

e .  mutu TBS yang · idak 1nemenuhi ketentuan dapat 

dikenakan penalti sedangkan TB yang memenuhi seluruh 

k ten tuan dapat diberikan insentif sesuai denga'.n 

kete ntuan pera turan perundang-undangan; dan/  atau 

f. m asa beda kunya perjanj ian kerjasama .. 

Pasa i  1 7 

Perjanj jan jua l bel i. TBS clan pembina an kemi traan pekebun 

swadaya1 d i lakukan be rdasarkan asas manfaat, saling 

_ _  rnenguntungkan , sali ng m.enghargai, saling ber, anggung 

jawab, saling memperkua t, dan berkelanjutan sesuai dengan 

ketentuan p raturan perundang-undangan. 

Pasal 1 8  

( 1 ) Se tiap kelompok pekebun terdiri atas paling sediki , I O  

( s  p uluh)  orang,  dengan lua lahan setiap k lompok pekebun 

kelapa · a.wit swadayc sekurang-kuran g:nya 20 (du.a puluh) 

(2)  Lembaga atau kelompok pefo bun tidak diperkenanka 1 

berp ran · bagai pedagang pengumpuJ TBS hasil pekebun 

iainnya baik yang sudah bermitra maupun belum bermitra . 

Pa sal 1 9  

( 1 )  Perjanjia n  kerjasame. terkait TBS ct · laksanakan oleh para 

pihak dan/ a tau pemangku k pentingan (stake1wlders) terkait 

sesuai dengan ketentuan p ratura perundang-undangan d i  

bidang penetapa n harga pembelian TBS serta ketenturu1 

peral ran perund ang-u n dan gan la in yang terkai . 

(2 )  Gu bernur dan / ata u B upati /Walikota dapat berperan sert1. 

dalam perj a nj ian ke 1jasama terkai t  TBS sebagaimana 

dima.ksud pada ayat ( , ) . 

(3) Gub n1 u : ·  clan/at.au · upati/Walilwta dapat melimpahkan 

kewena gan s,ebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepad 

ina s  Perkebunan Prov insi dan/ atau dinas yang membldangi 

perke bunar Kab 1paten / Kota , 
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Pasal 20 

Perja.nj i an kerja ama dapat dilakukan pen esuaian sepanjang 

ti dak berten tangan denga n ke entuan peraluran perundang­

un dangan di bida ng pene tapan harga pembeHan TBS serta 

keten tua. n peratura.11 peru n dang-unda ngan lain yang terkait . 

AB IV 

SY ARA T PEN RJMAAN TBS : I PABRIK PEN GOLA.HAN 

PasaJ. 2 1  

TBS yang di terima di pabrik harus memenuhi persyaratan 

se bagai beril<t.: 

a. jumiah brondolan yang dikirim ke pabrik pengolahan 

par ing sedikit 1 2 ,5% (dua beias korna l ima perse ) dari 

bera t TBS yang di erima; 

b .  tandar1 terdiri atas buah mentah 0% (nol persen) , bua h  

rnatang paling edikit 95% (sembilan puluh l ima persen)
} 

dan buah lewat matang paling banyak 5% ( l ima peraen), ; 

c . ta ndan tidak bergagang lebih dari 2:
>
5 cm (dua koma lima 

centimeterJ; 

d .  tidak erdapat ta ,clan yang kosong; 

e . tandan dan / atau hrondolan segar dal. am karnng harus 

bebas dari sampah, tanal , pasir atau benda lainnya;  dan 

f. berat TBS lebih dari 3 kg {tiga kilogram) per tandan . 

( l ) T S yang 

dirn',ksud 

Pasal 22 

tid ak memenuhi  

dalam Pasa.1 2 1 � 

pemb ya ran TBS .  

persyaratan 

dikenakan 

s bagaimana 

pemotongan 

(2)  TBS yang memenuhi persyaratan se bagaimana dimaksu 

dalam Pasal 2 1 ,  diberikan · n senti sebesar 4% (empat persen) 

dari. TBS yang d i ter ·rna pabrik pengola.han . 

(3 )  Perhitungan pembayaran TBS sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( l )  dan ayat (2 ) , dilaksa nakan sesuai dengan keten t an. 

Perat-..1 .rc1  M en 1 t� l i Pe1-h .. lnia h tr., \ang Pedoman P net.a.pan 

Harga P n .1l.Jc. i :-:. l · - i :s 3 1 ·dapa Sawit Produksi Pekebun . 
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BAB V 
TATA CARA PEM ELIAN DA PEMBAY RAN TBS 

Pasa1 23 
( I )  Kelembagaan peke bun menyerahkan TBS kepada perusahaan 

perkebunan di pa br " k pen golahan sesuai dengan perjanjian. 

(2) P rusahaan perkebunan sebagaima a climaksud pada ayat 

( 1 ) ,  me lakukan pe eta pan berat TBS di pahrik pengolahan 

dan disaksik.an oleh petugas yang mewakili kelembagaan 

pekebun. 

(3 )  Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , mencata t 

besa.rnya penyetora n asil T masing- rnasing anggota dan 

tembusannya disa mpaikan kepada perusahaan perkebunan . 

Pasal 24 
( 1 )  Hasi .I  perhitungan pembel ian TBS dibayark.an oleh 

perusahaan perkebunan kepada peke bun melalui 

keicmba.gaa peke bun . 

(2) B iaya angkut TBS dari kebun sam pai k pabrik pengolahan 

tidak menjadi kompone perhitungan pem b lian T S 

�t;:;uag,:uinana aiinaKsua ' paaa ayaf l  lj :  

(3 ) B iaya angkut TBS sebagai.mana dimak ud pada ayat (2 ) � 

menj adi beban pe ke bun . 

{4) Pembayaran se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  di lakukan 

pa ling sedikit 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan 

perjanjian antara kelem bagaan p ke · un dengan perusahaan 

perke bunan .  

8 VI  

HAK DAN KEWAJ BA 

Bagian K sa tu 

Ha1 

Pasal 25 

( 1 ) P rusahaan inti berhak mendapatkan pasokan TBS dari ha 

produksi pekebun mitranya dengan mutu yang baik. 

(2 )  Pekebun m.itra · . a rllendapatkan jamin an pemasaran TH � 

ha�il kebunnya dengan harga y g ditetapk.an. 
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agian Kedua 

Kewajiban 

Pasal 26 

( 1 )  Setiap perusahaan perkebunan wajib enyampaikan 

doku1nen harga dan ju1nlah pe .jualan CPO dan PK kepada 

Dinas Perkebunan Provinsi pal:i.ng kurang 1 (satu) kali setia ::> 

bulan. 

(2) Dokumen harga de n j umlah penjualan CPO dan PK 

s bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  akan dik]ari fikas:i. oleh 

Tim , enetapan Harga Pembel ian TBS .  

Pa.sa ] 27 

Peru sahaan perkebunan wajib menyampaikan !apora:n 

pen�r imaan dan pema n faatan Biaya O peras ionaJ  Tida:k. 

angsung {BOTL) pal ing singkat I (satu), bula sekal i  kepada 

Gubern ur me l alu i Dina s Perke bu n an Provinsi dan Tim 

Penda pa o Harga PembeEan TBS.  

Pasal 28 

(1 ) Pekebun wajib menjual s luruh TBS hasil produks.inya 

kepada perusahaan inti sesuai perjanjian kerjasama melalui 

kelernbagaan peke bun. 

(2 )  Pekebun sebagai mana d lmaksud pada ayat ( 1 ) di larang 

r, enj ual TBS hasH produksinya kepada pihak la· d:i. luar 

mitra . 

(3 )  Perusahaan inti wajib memb Ii se luruh produksi TBS hasil 

p .kebun ses uai d nga n harga yang ditetapkan Peme{ al1 

Provinsi  .. 

(4 )  P ""r rnahaan inti sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1 ) d i larang 

membeli ba sil produksi pekebun mela]ui pihak ketiga. . 

(5) Dalam hal t rjadi kerusakan mesin produksi dan/ atau 

kerusakan bangunan fisf l  pabrik; perusahaan tetap 

n- enerima TBS dari peke bun mitra atau peke bun dapat 

m njual TBS ke pihak la in sampai p brik siap mengolah 1'B 

(6) Pembayaran TBS oleh perusahaan inti kepada pekebuL 

di aksanakan atas kes-epakatan kedua bdah pihak yang 

di tuangkan dalam perjanj ian jual bel i  TBS.  

(7) Perusahaan inti lain dan/ a tau pihak la in t:idak  d iperbol hkan 

membeli TBS has:i.l produksi pekebun yang bukan mitra..  
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BA vn 

PEMBI NAAN DAN PE GA WASAN 

Pasa1 29 

( I ) Gubern ur melakukan pembinaan dan pengawasan 

pelaksa aan enetapan harga pembelian TBS .  

(2 ) Pembinaan dan engawasan sebagaimana climaks d pada 

ayat  ( 1 )  secara teknis  d i laksanakan o leh 'I'im Pene tapan Harga 

Pembel :i.an TBS . 

(3l Ti m Pe e tapan Barga Pembel ian TBS sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (2 ) ,  bertanggung j awa b kepada Gubernur serta 

berkoordinasi dengan instansi / perangka t daerah terkait . 

Pasal 30 

( 1 )  Pem binaan kepada peke bun / paguyuban peke bun dan/ atau 

perusahaa n  ke lapa sawi dilakukan secara berkala, se ta 

dapat mengikutsertakan perusahaan inti .  

· (2 )  Pem binaaan d an pe 1gawasan di lalrukan see-ara be kala , 

khusu nya me genai penerapan Indeks K dan pemberlakuan 

harga TBS . 

Pasal 3 1  

( 1 ) Tim Pen a pa n  Ba rga P m1 e l ian TBS s ,aga i  ana , imak ud 

dalam Pasal 29 da:pat melakukan pernbinaa.n dan pengawasan 

dalam bentuk kaj:i.an u1ang mengenai nilai :rendemen TBS 

kebun plasma apabila diperlukan penyesuaian . 

(2 )  Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) d apat menggunakan Biaya Operasional Tidak 

Langsung (BOTL) sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga 

Pembel i  •· BS e ]ap Sawi . Produ ksi Peke bun. 

AB Vl I I  

SANKSl  

Pas,;; , 1 32 

,( 1 )  Perusaha.an yang fdak m laksanakan ke -en .an Pasal 26 

dan / a tau Pasal 27 dikenakan sanksi ad.mi · stratif. 

(2 )  Sanksi administrat:if se bagaimana dimaksud pada aya ( 1 ) f  

berupa perin ga tan tcrtuHs .  
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(3 )  Peringatan ter u. rs  sebagaimana dima I sud pada ayat (2), , 

d iberikan 2 (dua) kaU dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan 

apabi ]a peru sahaan tidak mengindahkan / menindaklanjuti 

peringatan pertama. 

(4 ) Da]am hal peringatan tertulis sebagaimana dima.ksud pada 

aya.t ( I ) tidak d i in dahkan / dit in daklanju ti perusahaa.n ; 

Gubern ur / pejabat yang berwenang dapa men cabut izin 

usaha se uai d ngan kewenangan ya . 

(5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada aya (4 )  

, .d i lakuka.n atas usul KepaJa Di.nas Pe kebuna.n Provins ' .  

Pasal 33 

) P k:· bun dan/ a tau kelompok peke bu kelapa sawit haru �. 

mema ' is i  perjanj ian kerjas.a ma . 

(2 )  Dalam hal perjanj ian kerjasama tidak dapat dipenuhi  tanp· 

alasan yang dapat dibena rkan, pekebun d an / atau kelompok 

pekebun. kelapa sawi d apa t dikenakan sa nksi berupa 

pembatalan kerjasama. 

(3t P mbatalan ke1iasama sebagaimana ·maksud :pada ayat (2) 

sesua: dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

BAB IX 

PENDANAAN 

Pasal 34 
Biaya yang dip :rlukan dalam rangka penyelenggaraan 

Peratura. n  G-uben1ur in i  dapat dibe bank.an pada Anggaran 

Pendapatan dan Bdanja Daerah (APBD) dan/ atau sumber 

la · n yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-

dangan . 

BA.B X 
KETENTUAN LAIN LAI NYA 

Pasal 35 
Dalam angka. pelaksanaan penetapan harga pembel ian TBS 
kefapa sawit · produksi pekebu n di  Provinsi ,  selai 
mempedoms:::1.i k·_ ::.·: :1t1 an yang diatur dalam Peraturan 

ubernur in i  juga. tetap . emperhatrkan ketentuan peraturan 
per-undang-un da nga n Iain y ng terkait .  



H. NASRUNUMAR

BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2020 NOMOR 2,3.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3. JAIli 2020

SEKRETARISDAERAH
PROVINSISUMATERASELATAN,

.~~IV

H. HERMANDERU

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal .3 Juli 2020

GUBERNURSUMATERASELATAN,

orang rnengetahuinya, mcmerintahkan
Peraturan Gubernur ini dengan

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Selatan.

Pasal38
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

BABXn
KETENTUANPENUTUP

PasaJ 37
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubern ur Nomor 28 Tahun 2006 ten tang Petunjuk
Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar
(TBS) Kclapa Sawit Produksi Pekebun di Sumatera Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nornor
6 Sen E). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

BABXl
KETENTUANPERALlHAN

Pasal36
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan
peraturan perundang-undangan darr/atau kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan
petunjuk pelaksanaan penetapan harga pembelian TBS
kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Gubernur ini.
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 
 

dto. 
 
 

H. HERMAN DERU 

 
dto. 

 
 



 
 

A .  UMUM 

LAM PI RA  ERATURA ·. GUBER UR SUMATERA SELATAN 
NOMOR 2-Q- TAHU . 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENETAPAN HARGA PEMB LIAN TA DAN 
BUAH EGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI 
PEI BUN Dl PROVlNSI SUMATERA SELATA 

PROSED TJR PE TAPA H .A RGA PE 1 ELIAN 

TAN DAN BUAH SEGAR KELA A SA \VIT PROD KSI  PEKEB UN 

1 .  Pab:rik 1 elapa Sawit (PKS) adalah u aha industri yang mengolah T · . dan Bu.ah 

Segar (TBS) ��lapa sawit menjad · minyak: saw·t  ( Crude Palm Oil/CPO) clan kernel  

( In ti Sawit) t baik milik dar.i. perusahaan inti maupun perusahaan yang hanya 

sebagai pengolah TB S kelapa sa "'1 . t aja ; 

2 .  FO adalah singkatan dari Free On Board yaitu harga jual be l i  yang terjadi di 

pelabuhan ekspor atau Jokal .  

B .  , KA · I SM E PE ETAPA I HARGA TBS 

1 . Proses perhitungan untuk men etapkan harga pembelian TB S adalah; 

a . Tim etapan Harga Pembel:i.an T me ghi tung harga ra:ta-rata tertim bang 

CPO� Inti saw' t ,  dan Indeks seluruh perusahaan; 

b .  Tim Penetapan Ha rga Pemb lian TBS menggunakan pato an standar de,, ia si 

terenda h sebesar 2 ,S {dua koma lima) persen antara sesama anggota Tim 

Peneta:pan Iarga Pembelian TBS,  �emudian j ika terjadi standar devjasi 

kurang dari 2 , 5% {d ua koma lima persen) malra perl1itungan CPO dan 1nti 

sawit menggunakan diskualifikasi 2 5% (dua koma l ima persen) dari rata­

ra a tertin1 bang ,  nnmun j .i.ka erja.di standar deviasi lebi li dari 2 ,5% iiua 

koma l ima persen} maka perhitungan CPO dan inti sawit tidak: 1nenggunakan 

diskua1ifil a :i. 2 ,5'I·b (dua koma lima persen)  dari rata-rata tertimbang (semua 

harga dan nila i  C · 0 dan in ti  sawit dH kutsertakan dala m perl i tungan) ; 

c .  S telah perh itu gan sebaga imana dimaksud pada huruf b, kemudia n  

diskualifikasi diberiakukan,. dan j ika ada ha rga penj ualan CPO dan i n ti sawit 

perusahaan inf yang 1ebih ren dah dari 2 ,5 (dua koma lima) persen dari 

harga ra a-rata tertimbang,. 1naka Tim Penetapan Harga r emb Han TBS 

me diskual ifikasi nilai harga CPO dan inti sawit perusa.haan tersebut; 

d. Tata cara. perhitungan indek., K ::.esuai dengan p raturan Menteri Pertan ia n  
omor 0 1 / PE.R t 1£NT n / r·13 1 ':1. C / 1 1 2 0  8 e tang Pedmnan Pen tapan Harga 

P. mb l ian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produ.ksi Pekebun! 
l }  Indeks K per perusahaan dikalikan dengan TBS yang diolah eh 

perusahaan { '  ·· S diolah) se  hingga dida pa tkan :t i lai equal; 



 
 

2) Sela jutnya hi ung rata-ra , a tertimbang nilai. Indeks K dengan mem bagi 

j umlah nilai equal seiuruh perusahaan dengan jumlah TBS cliolah s luruh 

perusahaan; 
3)  . e telah did · pa kan rata-ra a te rtimbang , kemudian dihitung angka 

d eviasi 2 ,5%) (d a koma l ima persenj  dari ra ta-ra a tertimbang; 

4) Hitung batas bawah dan batas at s · ilai Indeks K dengan cara: 

a )  Batas bawah:  rata-rata tertimbang dikurangi d engan angka 2 , .5% (dua 

koma Hrna persen) dari rata-rata tertimbang; 

b) Batas a as : rata-rata erti1nbang clitambah dengan an.gka 2 ,5% (dua 

koma l i ma persen) dari ra a-ra a tertimba g. 

5) Beriku tnya n ilai Indeks K perusahaan . ang di bawah batas awah dan di 

a ta. s. batas atas t idak  d i ikutka n dala perhitungan p ne apan harga TBS;  

Hitung kembali jumlah TBS d io lah sel ruh penlsahaan clan j u1nlah · 1 i lai 

equal; 

7)  Selanju tnya dihi tung ni la i l ndeks K final de 1 ,gan membagi jum lah nilai 

equal dengan j umlah TB dio l ah seluruh p , rusahaan . 

e .  Tim Penetapan Harga Pemb Ha n TBS menghitung ulang harga ra a- rata 

tertim.bang CPO , · ti sawit > dan Indeks K setelah peny,esuaian penetapan 

ni la.i CPO ;  inti sawit� da J ndeks K pada uruf b ,  huruf c ,  dan huruf d di 

atas ; 

f. Kemudian Tim Penetapan Harga Pemb lian TBS menetap an harga CPO dan 

i n ti sawit s n a dengan r ta-re a biasa dari harga CPO dan inti sawit 

tertimbang dan m netapkan I nde ks K sama denga n rata-rata biasa dari 

lndeks K .  

2 .  Data yang d.iperlukan untuk pe hiturrgan harga TBS yaitu harga penjuaJ.an CPO 

( kspor maupun lokal) > penjualan L in ti sawit, Indeks K ,  b·aya olah beserta 

se luruh kompone biayanya. adalah bersum ber dari p rusahaan yang 

melakukan k mi raan� 

3 . Peru sabaan menyerahkan 'a a sebagaimana dim ksud pada angka 2 �  daJ.am 2 

(dua) hari sebelum jadwal Tim Penetapan Barga Pembelian TBS melaku kan 

rapa penetapan harga TBS periode yang bersangkutan; 

4 .  KeI gkapan dokum<::n la innya yaitu fotokopi kontrak pe 1j ualan CPO dan Inti 

awit, kontrak tnmsporta i ,  dan lain- lah1 ; diserahkan s,etiap bulan pada periode 

penetapan harga TB S ;  

5 .  J ika d i  antara be berapa perusahaan dimal  sud tidal< menyerahkan data harga 

CPO dan inti sa\vit karena tidak mclakuka n p nj , 1alan, maka nilai harga CPO 
" inti sawi dari pe:,usahaan tersebut tidak di "ku kan da lam perhitungan; 

____ ......,. ..... _____ _ 
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6 .  ma sampai denga n pelaksanaan rapat dimula i  peru,sahaan b lum atau tidak 

menyerahkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan untuk: kepenti gan 

perhitunga.n harga TB � ,  naka : 

a .  Ti m Penetapa n Ha.rga Pembelian TBS <la.pat mendi skuaiifikasi perusahaan. 

terseb t1 sed ngkan untu k  data PO ) (n ti saw.i t. , da Indeks K akan 

diperh itlmgk.an dan ditetapkan dari nilai rata-rata pen:1.sahaan yang 

menyampaikan dat,, ; 

b .  Ra.pat pene apan harga te ap dilanj utkan serta dapat dilakukan penetapan 

harga TB menggunakan data periode sebelumnya dan dari sumber data 

ya g dapat dipertang.gung_ia:wabkan . 

7 .  Rendem n CPO dan In ti sawit menggunakan data bersumber dari rendemen 

tabel Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

0 l / P  � RM ENTAN / KB 1 20 /  1 /20 1 8 tentang Pedoman Penetapan Harga 

Pen1belian Tan dan Buah Segar Kelapa Sawit P:roduksi Pekebun; 

8 .. Besarnya I ndeks K yang digunakan unt u k kepen ingan penetapa n. har a TBS 

dit tapkan pada saat d.:ilaksanakan rapat penetapan harga TBS dan batas 

min imum ini dapat dievaJ.uasi sctiap 6 ( 1 am) bulan sekali ;. 

9 . . Da ta yang diserahkan pe:ru sahaan kepada Tm Pen tapan Harga Pem b  Han T S 

bersifat terbuka / idak bersifat rahasia . ka ren ;:;i knmnn n -n hi�v9 / h 0 �...-a . ,�, .... ,... 
. � ... ... ' . '-"" .,, ._, 

disampai kan dapat d ilakukan pemeriksaan / audit apabila diperlukan; 

1 0 . Harga TBS ·yang ditetapkan t dihi tung da ri harga ra -rata tertimbang CPO , _Inti 

sawit� dan komponen biaya Indeks K keseluruhan peru sahaan; 

1 1 . Apabila e:rjadi sesuatu hal yang menyeba.bkan PKS perusahaan inti tidak 

melakukan pengoiahan sehingga TBS peke bu 1 mitranya d "a.Iihkan 

pengo ahannya ke PKS lain yang ditentukan ol h perusa.ha.an yang 

bersangkutan, maka harga T S ang d i. berlaku kan dihitung tetap franko PKS 

sen uia, sedangkan apabi ia t im b u1 pe nambc1.l1an biaya transportasi T 

tanggung jawab perusahaan in t i  yang bersangkuta n;  

menjadi  

1 2 . Apabi ia PKS · yang elah melakuk:an kemitraa n  usaha d ngan 

pekebun/ keiembagaa n pekebun a kan mengambil · ebijakan untuk melakukan 

Kerjasama Olah (KSO) dengan pihak lain,  maka prioritas utama pihak lain 

dimaksud agar ditawarkan terlebih dahulu kepada kelembagaan pekebun mi tra 

usahanya. 

------- ...,..------�--· . -
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H. HERMANDERU

GUBERNURSUMATERASELATAN,

1. Sebelum petunjuk pelaksanaan ini diterapkan di Provinsi Sumatera Selatan,
dapat dilakukan sosiaJisasi sehingga diharapkan semua pihak dapat
mernahami, mengerti, dan mau melaksanakan dengan sebaik-baiknya;

2. Dalam rnelaksanakan kegiatannya, Tim Penetapan Harga PernbelianTBSkelapa
berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;

3. Pemerintah Provinsi dapat rnenetapkan hal-hal yang bersifat teknis operasional
yang dalam pelaksanaannya dapat memperhatikan masukan dan saran dari
Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

4. Untuk menjaga keharmonisan dan kesinambungan kemitraan perkebunan
diharapkan sernua pihak dapat melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini dengan
sebaik-baiknya.

D.PENUTUP

C. TATANIAGATBSKELAPASAWIT
1. Dalam hal kewajiban jual bell TBS bagi pekebun rnaupun perusahaan, maka

antara pihak pekebun (dalarn hal ini melalui kelembagaan pekebun, minimal
koperasi) dengan perusahaan wajibmembuat perjanjian kerjasarna jual beliTBS
dalam sistem kemitraan usaha yang diketahui oleh pemerintah daerah rnelaJui
perangkat daerah yang membidangi perkebunan;

2. Harga jual beli TBS hasil produksi pekebun dapat ditetapkan paling sedikit 2
(dua) kali dalam sebulan setelah diadakan pengkajian dan evaluasi dalam rapat
yang diselenggarakan oleh Tim Penetapan Harga PembelianTBS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Produksi TBS yang dijuaJ pekebun kepada perusahaan hanya produksi yang
berasal dari kapling kebunnya dan berkualitas baik (matang panen paling lama
24 jam setelah panen sudah sampai ke PKS);

4. Produksi pekebun yang dihimpun oleh keJembagaannya dan sudah diterima
PKSharus segera dibayar oleh perusahaan paling lama dalarn waktu 1 (satu)
bulan sesuai dengan harga dan jumlah tonase yang diterima, setelah dipotong
dengan kewajiban-kewajiban pekebun yang harus dibayar apabila hal tersebut
memang tercantum dalam perjanjian kerjasarna kemitraan dan/atau dalarn
perjanjian lain yang dibuat antara pekebun dengan perusahaan;

5. Pembayaran hasil produksi TBS pekebun dimaksud pada angka 4, clapat
diberikan oleh perusahaan di kantor koperasi danj atau di tempat lain yang
telah disepakati bersama,
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 
 

dto. 
 
 

H. HERMAN DERU 


